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ABSTRAK

Hadanah ialah suatu kegiatan memelihara sekaligus mendidik seorang
anak baik itu anak laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz dan belum
dapat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, maka ibunyalah yang berhak
untuk mengasuhnya dan nafkah merupakan tanggung jawab sang ayah, meliputi
berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder si anak hingga ia dewasa, berupa
pengawasan dan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

Persoalan yang akan timbul pasca terjadinya perceraian, meliputi
pembayaran mahar yang kurang oleh mantan suami kepada manta isteri, mantan
suami tidak berkenan memberi nafkah kepada mantan isteri selama iddah bahkan
hadanah juga menjadi persoalan terutama dalam hal pengasuhan anak akibat
perceraian, yaitu bagaimana persamaan dan perbedaan pemeliharaan anak dalam
perspektif Inpres Rl No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan
Counter Legal Draft. Bagaimana konsep kadanah yang relevan menurut Inpres RI
No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan CLD dengan konteks kekinian.

Untuk menjawab pemasalahan di atas, maka penyusun menggunakan
penelitian berupa kategori kepustakaan (library reseach), dengan metode
normatif, yaitu pendekatan berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis, penafsiran atas
ayat-ayat dalam al-Qur’an, pendapat para ulama dan sarjana dalam buku-buku
figh maupun ushtl figh bahkan pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan
berdasarkan pada perundang-undangan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI
dan CLD serta Yurisprudensi. Penelitian dalam karya ilmiah ini bersifat
deskriptif-komparatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan
menjelaskan data kemudian dianalisis lalu diambil suatu kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang
KHI dan CLD dalam menentukan masalah sadanah ditetapkan berdasarkan al-
Qur’an dan al-Hadis serta pendapat imam mazhab yaitu apabila seorang suami
dan isteri bercerai serta mempunyai anak yang belum mumayyiz maka anak
tersebut ikut dengan ibunya baik itu anak laki-laki maupun perempuan, dengan
persyaratan berakal sehat, telah baligh, mampu mendidik, dapat dipercaya dan
berakhlak mulia, beragama Islam serta belum kawin dengan laki-laki lain. Jika
terjadi perebutan yang sangat serius antara keduanya terhadap hak hadanah si
anak yang belum mumayyiz, maka anak tersebut ditetapkan ikut ayah atau ibunya
sesuai hasil musyawarah atau putusan Pengadilan Agama dengan prinsip
mendahulukan kepentingan sang anak. Hal ini diperkuat dengan sekian aturan
yang ada di Indonesia. Sedangkan batasan umur kadanah terhadap seorang anak
yang belum mumayyiz menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan CLD
adalah tidak pasti karena tiada aturan yang menjelaskan dan menerangkan batasan
umur hadanah, hanya berpatokan kepada tingkat kecerdasan si anak tersebut serta
tidak ada satu Nash pun yang menjelaskan secara detail dan pasti tentang batasan
hadanah tersebut dan para imam mazhab dalam menentukan batasan umur juga
atas fatwanya masing-masing bahkan dengan melihat pada kesejahteraan si anak
tersebut. CLD merupakan hasil revisi dari pasal-pasal yang terdapat dalam KHI,
maka ke duanya saling melengkapi. Sehingga CLD lebih Relevan untuk
diterapkan.
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Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan
kehadirat Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta
hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan
pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam
penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta
keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikut beliau.

Penelitian ini berjudul “Hadanah Dalam Prespektif Inpres No. 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft (CLD)” agar
dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia
pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak
kekurangan dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat
bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan
ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:
1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan
Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan
Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Pembimbing | yang telah banyak
memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Il yang telah
banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan
skripsi ini.
Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah
membantu dalam pengumpulan literatur.
Bapak/lbu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas
Syari’ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada
penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas
pemikiran dan arahannya terhadap penyelesaian skripsi ini.
Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah
dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi
dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak M. Nyaman dan Ibu Siti Aminatun selaku orang tua, serta keluarga
yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun

spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun yang juga telah memberikan



bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah
membalas dengan segala yang terbaik.

10. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan
satu persatu.

Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini

memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis sadar kalau dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan
dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan juga pengalaman yang penyusun
miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun
harapkan demi kesempumaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Amin.

Hanya kepada Allah kita bertawakkal dan berserah diri.

Yogyakarta, 07 Maret 2011
Penulis
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Jamin



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada
transliterasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No.
158/1987 dan No. 0543.b/\V//1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
J Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- B¥’ b be
Sl Ta’ t te
& Sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z H&’ h ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ kh ka dan ha
R Dal d de
3 Zal zZ zet (dengan titik di atas)
B R&’ r er
) zai y zet
o sin S es
g syin sy es dan ye
Ul sad $ es (dengan titik di bawah)
) dad d de (dengan titik di bawah)
L ta’ t te (dengan titik di bawah)
L z&’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik di atas
¢ Gain g ge
a fa’ f ef
& qaf q qi
| kaf Kk ka
J lam I ‘el
o mim m ‘em
O nun n ‘en
9 wawl( w w
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Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

\2ie B3 Ditulis Muta‘addidah
bac Ditulis ‘iddah
111. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
iSa Ditulis Hikmah
dle Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

NIRRT

Ditulis

Kardmah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

)_L,g\gls j Ditulis Zakah al-fitri
1V. Vokal Pendek
Ditulis A
dﬂ fathah ditulis fa’ala
ditulis i
— kasrah ditulis zukira
OS2 ditulis u
dammah ditulis yazhabu
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V. Vokal Panjang

VI..

1 Fathah + alif Ditulis a
alala ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya’ mati ditulis a
(e ditulis tansa
3 kasrah + ya’ mati ditulis )
A S ditulis karim
4 dammah + wawu mati | ditulis 0
U 8 ditulis furQd
Vokal Rangkap
1 fathah + ya’ mati ditulis | ai
A ditulis | bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis | au
J g8 ditulis | qaul
VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
Apostrof
?33“ ditulis | a’antum
e | di_tuli_s u‘iddat
33)5-5:4_)45 Ditulis | La’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

IX.

1. Bila diitkuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

u“)sj\ ditulis | al-Qur’an
Ll | Ditulis | Al-Qiyas
2. Bila diikuti

C‘l”

huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

elandd)
el

Ditulis
Ditulis

as-Sama’

Asy-Syams

penulisannya.

aadiJal

Ditulis
Ditulis

Zawi al-furdd

ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu kata yang diambil dari
bahasa Arab, keduanya disebut, yaitu nikah (Z\%) dan zawaj (z'sJ).! Dalam

perkawinan bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berintraksi
antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian keluarga
yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Perkawinan merupakan suatu
tindakan yang sangat sakral serta mempunyai tujuan yang sangat suci dan mulia,
perkawinan bukan sekedar hanya untuk pelampiasan hawa nafsu semata,
melainkan suatu upaya untuk meraih ketenteraman, ketenangan, saling memiliki,
serta sikap saling mencintai dan menyayangi antara suami isteri yang dilandasi
dengan cinta dan kasih sayang, bahkan menyatukan dua hati, watak dan perilaku
yang berbeda dalam suatu ikatan perjanjian yang sangat suci dan kuat (mitsagon
gholidhan) untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis antara laki-laki dan
perempuan dengan cara yang di ridai Allah. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

! Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 35.



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.?

Suami isteri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya
untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus
dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami
merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.
Suami isteri harus bertanggungjawab untuk saling memenuhi kebutuhan
pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram. Pada
umumnya hak-hak dasar dan kewajiban suami isteri itu dibagi menjadi empat
macam diantaranya® :

1. Nafkah

2. Hadanah

3. Menyusukan anak

4. Pergaulan suami istri

Kedudukan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh
kedua orang tuanya, kewajiban merekalah untuk mendidik anaknya hingga
berperilaku sebagaimana yang dianjurkan oleh agama.* Dalam agama Islam juga
meminta komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memperhatikan hak anak

yatim. Seorang anak yatim, anak yang terbuang, terlantar, korban perang dan

2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-11, (Yogyakarta: Ull Press,
2007), him. 13-14.

® Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. Ke-3, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1993), him. 123.

* Luthfi as-Syaukani, Batasan Sanksi Hukum Bagi Anak-Anak dalam Politik HAM dan
Isu-Isu Tekhnologi dalam Figh Kontemporer, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), him. 165.



semacamnya memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang lain. Mengabaikan
pendidikan anak merupakan dosa sosial yang berdampak sangat buruk bagi masa
depan sebuah komunitas, termasuk agama dan negara itu sendiri. Allah SWT
bahkan mengingatkan umatnya untuk tidak berbohong atas nama agama, dan tidak
mengeksploitasi anak yatim, terlantar dan sejenisnya, dan melarang terampasnya
hak mereka.

Eksploitasi anak dapat terjadi dalam suatu pekerjaan atau dengan alasan
pembelajaran. Semua hal tersebut dapat berakibat langsung pada fisik, mental
psikologi mereka. Islam jelas melarang hal tersebut. Sebuah hadis yang masyhur
tentang pendidikan anak mengurai kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya
tanpa harus memaksakan kehendak diri orang tua. Tanpa harus mengeksploitasi
anak. “Didiklan Anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi
zaman yang berbeda dengan zamanmu”. Pesan Nabi itu menegaskan karakter
pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi
sesuai minat dan bakat untuk eranya, tanpa harus keindahan dan kenyamanan
mereka untuk menikmati massa kanak-kanak dengan indah.

Anak merupakam kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi
korban suatu tindak pidana. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai keterbatasan
dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak. Lemahnya fisik, keterbatasan
pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial,
keluarga yang tidak utuh dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak
menjadi pihak yang sangat mudah serta rentan dihampiri oleh tindak pidana atau

dengan kata lain menjadi korban tindak pidana. Adanya perceraian antara suami



isteri menimbulkan polemik baru terutama pada anak yang mencakup masalah
hadanah. Perceraian dalam istilah ahli figh di sibut talag atau furgah. Talag

berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai.’
Hadanah berasal dari kata: (= (a2 yang diartikan sebagai

memelihara dan mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup
mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang
membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan
kemampuan intelektualnya agar saggup memikul tanggung jawab hidupnya.®
Sedangkan secara terminologis pengertiannya ialah: pemeliharaan anak kecil,
orang lemah, orang gila atau sudah besar tetapi belum mumayyiz dari apa yang
dapat memberikan magdharat kepadanya, mengusahakan pendidikannya,
mengusahakan kemaslahatannya berupa kebersihan, memberi makan dan minum
serta apa saja yang menjadi kesenangannya.’

Para ahli figh hadanah didefinisikan sebagai melakukan pemeliharaan
ank-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan dan sudah besar tetapi

belum mumayyiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadi

kebaikan baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,

> Aliman Tagiuddin, Kifayatul Akhyar, Juz II, tt, hlm. 52.

® Encyclopaedia Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1993), II: 37.

" Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh 'Ala al-Mazahib al-Arbaah, (Mesir: al-Maktabah
at-Tijariyah, 1979), IV: 594.



mendidik jasmani, rohani dan ahkalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi
hidup dan memikul tanggungjawabnya di hari dewasa kelak.®

Al-San'ani mengatakan bahwa hadanah adalah memelihara anak yang
tidak mampu berdiri sendiri (mandiri), mendidik dan memeliharanya untuk
menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan bahaya
kepadanya.’

Ibrahim al-Bajuri mengatakan bahwa hadanah adalah memelihara orang
yang tidak mampu berdiri sendiri dari sesuatu yang menyakitinya, karena belum
bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.*

Sedangkan menurut pendapat imam mazhab, keempat imam mazhab
sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang
di bawah umur itu (belum dewasa). Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas
hak hadanah ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Syafi'i: "lbu berhak
sebelum anak itu berumur tujuh tahun®, baik anak laki-laki maupun anak
perempuan.'! Namun Maliki, Hanafi dan Hambali membedakan antara anak laki-
laki dan anak perempuan. Menurut Maliki: "Anak laki-laki sebelum baligh dan
anak perempuan sebelum kahwin dan setelah di campuri suaminya". Hanafi:
"Anak laki-laki sebelum berumur tujuh tahun®, demikian juga Hambali. Dengan

demikian berakhirnya hak hadanah ibu, maka anak tersebut di mana ia suka

8 Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah, alih bahasa, cet. Ke-1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),
him. 227.

® As-San‘ani, Subul as-Salam, (Kairo: al-Turas al-'Arabi, 1960), 11: 227.
19 Ibrahim al-Bajuri, al-Bajuri, (Semarang: Toha Putera, 1960), I1: 197.

! Hashi Ash-Shiddigie, Pedoman Rumah Tangga, (Medan: Pustaka Maju, tt), him. 40.



tinggal, pada ibunya atau ayahnya. Hadis Nabi menerangkan bahwa ibu yang
lebih  berhak untuk mengasuh anak dari pada ayah, karena dengan
mempertimbangkan kemaslahatan si anak itu sendiri.*?

Padahal, dalam hal hubungan dengan anak, Rasulullah mengajarkan orang
tua melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tuntunan
Rasulullah ini kerap kali terabaikan, lalu muncullah apa yang disebut kekerasan
terhadap anak. Begitu banyak kekerasan terhadap anak muncul dalam berbagai
bidang kehidupan masyarakat. Optimalisasi Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu
didukung dan ditingkatkan, agar masa depan anak Indonesia terjamin, yang
dengan sendirinya dapat menjamin masa depan bangsa ini. Tak heran jika Nabi
mengungkapkan “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan” dan untuk
membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang
tangguh dan kompeten, maka Nabi juga bersabda “Ibu adalah tiang negara” sebab
dari ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh. Jika
dalam Undang-Undang Perkawinan dan Inpres Rl No. 1 Tahun 1991 tentang KHI
tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dalam memelihara
seorang anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami dan sekaligus
sebagai bapak bagi anak-anaknya.*?

Dalam Pasal 98 KHI Bab X1V dijelaskan sebagai berikut:

12 Abd. Rahman Ghozali, Figh Munakahat, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008), him. 177.

3 1bid., him. 65.



a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21
tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau
belum pernah melangsungkan perkawinan.

b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya
tidak mampu.**

Counter Legal Draft (CLD) juga menyatakan bahwa hadanah merupakan

kewajiban orang tua. Dalam Pasal 91 CLD Bab X1V disebutkan sebagai berikut:

1) Anak wajib dipelihara sampai batas usia sembilan belas tahun atau
sudah melangsungkan perkawinan.

2) Pemeliharaan anak yang mengalami cacat fisik atau mental dilakukan
seumur hidup.

3) Segala perbuatan hukum anak di dalam dan di luar Pengadilan diwakili
oleh orang tuanya.

4) Apabila kedua orang tua tidak mampu, maka Pengadilan Agama dapat
menunjuk salah seorang kerabat terdekat untuk melaksanakan
kewajiban tersebut.™

KHI maupun CLD pasal di atas mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua

orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali
mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di massa dewasa kelak.
Secara khusus al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan
mereka, secara sempurna yaitu selama dua tahun. Demikian juga al-Qur'an
mengisyaratkan, agar ibu tidak menderita karena si anak, begitu juga seorang ayah
tidak menderita kerena anaknya. Hal ini dimaksud agar orang tua memenuhi

kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan,

kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.*®

4 pasal 98 Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

15 pasal 91 CLD.



Hadanah berbeda maksudnya dengan “tarbiyah". Dalam jhadanah
terkandung pengertian pemeliharaan anak jasmani dan rohani, disamping adanya
pengertian pendidikan terhadap anak, pendidikan mungkin terdiri dari keluarga si
anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan tidak merupakan
pekerjaan profesional. Sedangkan hadanah dilaksanakan dan dilakukan oleh
keluarga si anak, kecuali jika si anak tidak mempunyai keluarga lagi, maka hal ini
dapat dilakukan oleh setiap ibu dan anggota kerabat lainnya.*’

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan adanya
globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, term pemeliharaan anak perlu
dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua
tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban meteriil
si anak, akan tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang
dari kedua orang tuanya, faktor tersebut menjadi penentu pembentukan
kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka si anak
kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka di
luar rumah.

Lebih lanjut dari uraian di atas maka skripsi ini hanya membahas sadanah
yang difokuskan dalam kajian “Hadanah dalam Perspektif Inpres Rl No. 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft

(CLD)”.

6 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1995), him. 236.

" Djamaan Nur, Figh Munakahat, cet. Ke-1, (Semarang: DIMAS, 1993), him. 120.



B. Pokok Masalah
Dari uraian di atas dapat diambil pokok permasalahan untuk dikaji lebih
lanjut, yaitu:
1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemeliharaan anak dalam
perspektif Inpres Rl No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan CLD?
2. Bagaimana konsep hadanah yang relevan menurut Inpres Rl No. 1

Tahun 1991 tentang KHI dan CLD dalam konteks kekinian?

C. Tujuan dan Kegunaan
a. Tujuan

1. Untuk mengkaji bagaimana persamaan dan perbedaan pemeliharaan
anak dalam perspektif Inpres Rl No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan
CLD.

2. Untuk mengetahui konsep yang relevan menurut Inpres Rl No. 1
Tahun 1991 tentang KHI dan CLD dalam konteks kekinian di
Indonesiaan.

b. Kegunaan

a) Kegunaan yang bersifat ilmiah, adalah untuk memperkaya khazanah
keilmuan dan pemahaman bagi masyarakat Islam pada umumnya
bahkan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menjelaskan
mengenai masalah zadanah dalam perspektif Inpres Rl No. 1 Tahun

1991 tentang KHI dan CLD.
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b) Sebagai usaha untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam
Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Memang telah banyak yang mengkaji masalah iadanah dari penelusuran
peneliti, terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang sadanah, yang dibahas
secara terpisah. Diantaranya dalam skripsi karya Asy’ari Hasan yang berjudul
“Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Isteri: Studi Pendapat
Hanabilah” yang menjabarkan tentang pemeliharaan anak. Batasan pemeliharaan
anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah sampai umur tujuh tahun.
Selanjutnya seorang anak laki-laki berhak memilih antara ibu dan bapaknya, tetapi
jika anak perempuan berumur tujuh tahun maka anak tersebut tidak boleh memilih
dan secara paksa ikut dengan bapaknya.'®

Dalam skripsi karya Moh. Sitta Fathurrohman, yang berjudul “Hak Asuh
Atas Anak (Hadanah) Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Setelah Terjadinya
Perceraian Antara Suami Dan Isteri” yang menjabarkan tentang pemeliharaan
anak dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, mengenai pelaksanaan sadanah dan
nafkah anak akibat perceraian, perebutan hak sadanah anak serta pesamaan dan

perbedaan hak isadanah dalam Hukum Islam dan Hukum Adat.?®

18 Asy’ari Hasan, “Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Isteri, Studi Analisis
Pendapat Hanabilah,” Skripsi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga,
(2002).

9 Moh. Sitta Fathurrohman, “Hak Asuh Atas Anak (Hadanah) Antara Hukum Islam Dan
Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami Dan Isteri”, Skripsi, tidak diterbitkan,
Yogyakarta: Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, (2008).



11

Adapun yang berkaitan juga pada skripsi karya Alamsyah yang berjudul
“Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi
Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam” yang menjabarkan tentang Kewajiban
Nafkah Atas Suami yang dimaksud ialah Islam memberikan perhatian yang besar
dalam pembinaan keluarga. Ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan-ketentuan
agama mengenai pembentukan keluarga yang harmonis dan bahagia. Untuk
mewujudkan itu, telah diatur hak dan kewajiban masing-masing suami isteri
dalam menjalani kehidupan keluarga. Di antara kewajiban suami yang urgen
dalam keluarga adalah memenuhi nafkah. Ketentuan tersebut telah dijelaskan al-
Qur’an dan al-Hadis. Sedangkan Konsekuensi Yuridisnya seperti: Tanggung
jawab bersama suami isteri dalam ekonomi keluarga, Pemisahan harta suami isteri
dalam perkawinan dan Kompromi antara harta bersama dan kewajiban suami
memberi nafkah.?

Dalam skripsi karya Basas, yang berjudul “Dinamika Hukum Islam (Studi
Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)” yang membahas tentang
posisi harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 secara sosiologis, filosofis dan
legalitas, pandangan hukum Islam terhadap posisi harta bersama dalam UU No. 1
Tahun 1974, dan relevansi posisi harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974

dengan dinamisasi hukum Islam.?

2 Alamsyah yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban
Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan, Yogyakarta:
Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, (2005).

2! Basas, “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun
1974),” skripsi, sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), him. 6.
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Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) posisi harta bersama
dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai sarana penyatuan istilah yang
materinya telah diakui dan ditaati oleh masyarakat sebagai suatu lembaga hukum,
sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan sistem
pengendalian sosial untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum; (2) dalam
hukum Islam, posisi harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 dalah sebagai
sarana yang wajib adanya untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap
ketentuan harta bersama; dan (3) dinamisasi hukum Islam sangat relevan dengan
posisi harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sebab dinamisasi hukum Islam
merupakan upaya agar kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat terealisir dalam
dunia nyata dengan memunculkan ketentuan hukum yang dapat menjawab
permasalahan yang timbul dalam konteks sosial Indonesia.?®

Dalam skripsi karya Dwi Ambar Suryaningsih, yang berjudul “Hak
Kebendaan Istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi
Komparatif)” yang membahas tentang posisi harta benda seorang isteri yang
diperoleh selama dan sesudah terjadinya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun
1974 dan menurut hukum Islam serta hak kebendaan mutlak isteri dalam hukum
Islam.?

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) dalam Undang-
Undang Perkawinan, hak kebendaan isteri dalam status perkawinan hanya

meliputi hak nafkah, tempat tinggal dan hak penguasaan terhadap harta miliknya.

22 1hid., him. 94-95.

% Dwi Ambar Suryaningsih, “Hak Kebendaan Istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan
Hukum Islam (Studi Komparatif),” skripsi, sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994), him.
4.
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Sedangkan dalam hukum Islam, selain isteri mempunyai hak-hak yang tersebut
dalam Undang-undang Perkawinan, ada juga hak lain yaitu berupa mahar dari
suami; (2) hak kebendaan isteri sesudah terjadinya perceraian, baik dalam
Undang-undang Perkawinan maupun dalam hukum Islam meliputi hak nafkah
selama masa iddah, hak atas pemeliharaan anak dan hak atas harta bersama dan
(3) dalam hal putusnya perkawinan karena kematian suami, Undang-undang
Perkawinan tidak menjelaskan apakah janda tersebut mempunyai hak nafkah
(biaya hidup) selama masa iddah atau tidak.**

Dalam skripsi karya Agus Himawan, yang berjudul “Studi tentang
Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam
Kompilasi Hukum Islam” Yang membahas mengenai pandangan KHI tentang
pembebasan nafkah terhadap kedudukan suami isteri sekaligus pandangan ulama
tentang masalah tersebut.?

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) secara implisit, KHI
membolehkan pembebasan kewajiban nafkah suami terhadap isterinya, jika
suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya dengan cara
pembebasan dari pihak isteri ke suami (Pasal 80 ayat 6). Hal ini digiyaskan
kepada pembebasan dari mengadakan giliran suami terhadap isterinya, atas
kerelaan isterinya. Pasal lain yang mendukung yaitu Pasal 93, jika harta suami
tidak ada maka isteri ikut membantu melunasinya, diperkuat dengan prinsip

hubungan suami isteri yang menekankan agar hubungan pernikahan berdasarkan

24 1bid., him. 88-89.

% Agus Himawan, “Studi tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah terhadap Kedudukan
Suami Isteri dalam KHIL,” skripsi, sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), him. 4.



14

kejiwaan dan antara keduanya harus saling membantu, melengkapi kekurangan
masing-masing yang terdapat dalam Pasal 77 ayat (2). Dan (2) mengenai akibat
hukum terhadap kedudukan suami isteri kalau melihat alasan yang dikemukakan
penafsir KHI, bahwasannya suami sebagai kepala keluarga karena alasan
fungsional berdasarkan asas kodrati biologis, maka berdasarkan logika terbalik,
jika fungsi itu tidak dijalankan suami, kepemimpinan suami akan gugur karena
suami menjadi kepala keluarga adalah karena faktor nafkah yang ditunaikan
suami kepada isteri. Jika alasan kepemimpinan itu tidak ada, maka akan gugur
sifat kepemimpinan pada suami dari segi ekonomi, sehingga kepemimpinan
berhak berada pada isteri. Sedangkan dalam keunggulan yang lain (fisik dan
psikis) tetap dimiliki oleh suami karena KHI mendasarkan pula pada asas kodrati
alamiah biologis.?®

Dalam skripsi karya Abdul Syukur, yang berjudul “Peranan Wanita
Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Di tinjau dari Hukum
Islam” yang membahas mengenai peranan wanita pekerja dalam meningkatkan
ekonomi rumah tangga, dampak yang muncul dan pandangan hukum Islam
mengenai peranan wanita pekerja.?’

Hasil yang dicapai dari skripsi tersebut adalah (1) pada hakekatnya
peranan wanita pekerja hanya bersifat menambah penghasilan dalam
meningkatkan ekonomi rumah tangga; (2) dampak peranan wanita (isteri) pekerja

dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keadaan keharmonisan rumah tangga

% 1hid., him. 79-80.

%7 Abdul Syukur, “Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga
Di tinjau dari Hukum Islam,” skripsi, sarjana IAIN Sunan Kalijaga (1996), him. 11.
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itu sendiri, dengan menyesuaikan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya;
dan (3) pada dasarnya hukum bagi wanita pekerja itu tidak dilarang, asal saja
memenuhi ketentuan Islam. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana
terhormat dan tidak untuk kepentingan pribadi.”®

Dalam skripsi karya Nur Aizzatunniswah, yang berjudul “Hak Dan
Kewajiban Isteri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Fatima Mernissi)” yang
menjabarkan tentang Pemikiran Fatima Mernissi tentang hak dan kewajiban isteri,
yaitu: Konsep Keadilan dan Kesejajaran antara Suami Isteri dan Relevansi
Pemikiran Fatima Mernissi Terhadap Konsep Hukum Keluarga Islam di
Indonesia.”®

Dengan hasil yang dicapainya: Pemikiran Fatima Mernissi mengenai hak
dan kewajiban isteri meliputi: menurut Fatima Mernissi hak isteri terdiri dari dua
kelompok. Pertama, dalam lingkup keluarga secara khusus vyaitu: hak
mendapatkan nafkah, mendapatkan perlakuan adil (suami poligami), dan bisa
mengajukan gugatan cerai. Adanya kesejajaran antara hak dan kewajiban laki-laki
(suami) dan perempuan (isteri) dalam ruang keluarga dan masyarakat. Kedua,
Dalam lingkup keluarga secara umum yaitu: hak untuk berpartisipasi aktif dalam
membentuk budaya, Hak untuk menjadi seorang Mufassir atau ahli agama, dan
hak dalam mengambil keputusan politik dan pembentukan hukum. Dan juga
kewajiban isteri dalam keluarga pada intinya adalah mewujudkan keluarga yang

sakinah, dan berpartisipasi dalam mengemban amanah keluarga bersama suami.

2 1bid., him. 109.

# Nur Aizzatunniswah, “Hak Dan Kewajiban Isteri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran
Fatima Mernissi)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga,
(2008).
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Relevansi pemikira Fatima Mernissi mengenai hak dan kewajiban isteri
terhadap konsep hukum Islam di Indonesia adalah relevan (sesuai) dengan
spektrum munakahat, dan dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia
misalnya mengenai, isteri mengajukan gugatan cerai hal ini sesuai dengan UU
No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) tentang Perkawinan dan KHI 77 ayat 5., isteri
berhak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin hal ini relevan dengan UU
No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1)., isteri berkewajiban untuk menciptakan
keluarga yang sakinah hal ini relevan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30.

Fatima Mernissi dalam sebagian besar Kkarya-karyanya melihat
permasalahan senantiasa dalam pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam di
mensi timur dan barat. Dia akan selalu melihat sebuah problem yang dihadapi
dunia barat dari dua sisi tersebut dan sebagian besar, jika tidak semuanya, akan
bermuara pada pengakuan terhadap supremasi barat dari pada dunia Arab. Adapun
teori yang dia bangun dan tawarkan, koresponden dengan semangat keadilan
dalam Islam. Hanya saja sikapnya yang “terlalu semangat”, berimplikasi pada
hasil pemikirannya yang terkesan emosional. Namun hal ini tidak mengurangi
apresiasi terhadap hasil pemikirannya.®

Dalam skripsi karya Dyah Rosyidah, yang berjudul “Telaah Pemikiran
Riffat Hassan dan Fatima Mernissi Tentang Gender dalam Kajian Hadis tentang

Wanita”. Yang berisi tentang bagaimana konsep dan pandangan Riffat Hassan dan

% 1bid.
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Fatima Mernissi mengenai kedudukan perempuan dalam Islam dan bagaimana
karakteristik kritik keduanya tentang hadis-hadis misoginis.**

Selain skripsi, terdapat artikel dalam jurnal ‘Asy-syir’ah vol.35, No. I,
tahun 2001, yakni Peran Perempuan dalam Islam, Study atas Pemikiran Fatima
Mernissi, yang berisi tentang seputar hubungan laki-laki dan perempuan dalam
masyarakat Islam yang meliputi persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan
perempuan, yang ditulis oleh Bunyan Wahib.*?

Artikel dalam jurnal Fak. Hukum, Universitas Sumatera Utara, Digitized
by Usu digital library, tahun 2003, yaitu Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan
Anak (Alimentasi) Menurut KUH Perdata Dan UU No. 1 Tahun 1974, yang berisi
tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi). Menurut KUH
Perdata dan UU No.1 Tahun 1974, maka dapat di tarik kesimpulan: Kekuasaan
oranng tua terbagi atas 3 bagian; yaitu: (Kekuasaan orang tua terhadap diri anak
dan Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak serta Tentang kewajiban
timbal balik antara orang tua dan keluarga sedarah dengan anak). Kewajiban anak
yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak
yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak telah dewasa, ia wajib

memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Dan

%' Dyah Rosyidah, “Telaah Pemikiran Riffat Hassan Dan Fatima Mernissi Tentang
Gender Dalam Kajian Hadis Tentang Wanita”, Skripsi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fak.
Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, (2000).

%2 Ahmad Bunyan Wahib, “Peran Perempuan dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Fatima
Mernissi”, Jurnal asy-Syir’ah, vol. 35: 2 (2001), him. 81.
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kekuasaan orang tua yang dipecat dikarenakan orang tua tidak menjalankan hak
dan kewajiban sebagaimana mestinya. Yang ditulis oleh Sunarto Ady Wibowo.*

Artikel dalam Makalah ini disampaikan pada diskusi IKAHI Cab.
Tigaraksa pada bulan April 2008, yakni Hadanah dan Problematika
Penyelesaiannya, yang berisi tentang Hadanah dan Problematika
Penyelesaiannya, dengan kesimpulan: Tidak menjadi syarat/imperatif anak yang
dipersegketakan dihadirkan kepersidangan untuk menentukan pilihannya ikut ibu
atau ayahnya karena pilihan anak tersebut dapat dilakukan melalui surat
pernyataan yang ditandatanganinya; Hak memilih anak yang disengketakan oleh
ibu atau ayahnya tetap harus diberikan, namun tidak menjadikan serta merta kita
mengambil alih pilihannya dalam kaitan ayah atau ibunya berbeda keyakinan,
karena agidah adalah sebagai ukuran penentu kelangsungan atas keberlakuan hak
hadanah tersebut atau menjadi gugur karenanya dan Mumayyiz atau belum
mumayyiz seorang anak lebih ditentukan oleh tingkat kecerdasannya anak
tersebut, karenannya kita dapat memberikan hak pilih dalam mentukan siapa yang
berhak mengasuh diantara ibu atau ayahnya yang bercerai bagi anak yang belum
berumur 12 tahun hanya setelah ada rekomondasi dari psikologi. yang ditulis oleh
Saprudin.®*

Artikel dalam jurnal Calon Hakim Peradilan Agama angkatan Il non-

pegawai, mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum UNTAG (Universitas 17

¥ Sunarto Ady Wibowo, “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi)
Menurut KUH Perdata Dan UU No. 1 Tahun 1974, jurnal Fak. Hukum, Universitas Sumatera
Utara, (2003), Digitized by Usu digital library.

% Saprudin, “Hadanah dan Problematika Penyelesaiannya”, Artikel dalam Makalah ini
disampaikan dalam diskusi IKAHI Cab. Tigaraksa, (2008).
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Agustus) Surabaya angkatan XVI11 2007, dan kini sebagai pelayan masyarakat di
Pengadilan Agama Jombang, 30 April 2009, yaitu Pertimbangan “Maslahah”
Pada Sengketa Hadanah Di Pengadilan Agama,

Tema tersebut diambil dari preview Website Badilag tentang “KPAI dan
Badilag Sepakati Upaya Peningkatan Kualitas SDM Penanganan Kasus Anak”,
dimana admin Website Badilag merekam kunjungan Komnas Peduli Anak
Indonesia ke ruang Dirjen Badilag di Jalan Pegangsaan Barat 30 Jakarta Pusat,
yang dalam pertemuan informal tersebut menghasilkan kesepakatan antara KPAI
dan Ditjen Badilag tentang perlunya kualitas aparat peradilan agama yang
berhubungan dengan hak-hak anak. Pihak KPAI yang selalu terlihat “concern”
dalam masalah anak menegaskan kekhawatirannya tentang putusan hak asuh anak
yang terkadang belum sesuai dengan kepentingan anak itu sendiri, menurut
penulis penegasan ini cukup beralasan mengingat belum adanya “kesepahaman”
mindset para hakim Pegadilan Agama dalam menangani sengketa hak asuh anak.
Oleh karena itu sengketa hak asuh anak perlu mendapat apresiasi yang lebih, serta
memerlukan kajian lebih lanjut dari semua pihak. Berpijak pada hal tersebut,
dalam rangka memperkaya khazanah pada sengketa hadanah di Pengadilan
Agama penulis mencoba membahas permasalahan tersebut dengan menitik
beratkan pada aspek “maslakah”. Dengan hasil kesimpulan adalah: Yang berisi
tentang “Sengketa Hadanah Di Pengadilan Agama” Majelis Hakim sudah
seharusnya sebagai aktor yang mampu mengedepankan dimensi nilai keadilan
bagi seluruh manusia, daripada hanya sebagai corong undang-undang, peran

hakim sesungguhnya adalah untuk menggali nilai hukum yang hidup dalam
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masyarakat untuk diterapkan dalam setiap putusannya; Descente (Pemeriksan
Setempat) dalam perkara non-kebendaan merupakan terobosan hukum yang patut
untuk dipertimbangkan dalam hukum acara Peradilan Agama, dimana hal tersebut
dapat dikatakan live implementasi antara peraturan dengan kondisi sosiologis serta
Pertimbangan maslakah yang harus digali oleh Majelis Hakim dalam sengketa
hadhanah adalah bersifat komprehensif, yaitu pada magqashid al-syari’ah yang
terakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, serta tidak kalah pentingnya adalah maslakah bagi anak (the
best interest of child) dalam realitas empiris sebagaimana amanat Rakernas
Mahkamah 2007 di Makassar, sehingga kolaborasi antara kepastian hukum dan
keadilan, serta kolaborasi antara teks, konteks, dan kontekstualisasi akan dapat

terpenuhi secara maksimal. Yang ditulis oleh Huda Lukoni.®

. Kerangka Teori

Hadanah itu wajib dan itu merupakan kewajiban yang hendaknya
dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebab apabila disia-siakan tentu akan
menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.*® Dengan mengacu pada Al-

Qur’an surat al-Baqgarah ayat 233, sebagaimana Allah dalam firman-Nya:

® Huda Lukoni, Pertimbangan “Maslahah” Pada Sengketa Hadanah Di Pengadilan
Agama, Artikel dalam jurnal www. Badilag. Net atau Calon Hakim Peradilan Agama angkatan 111
non-pegawai, mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum UNTAG (Universitas 17 Agustus)
Surabaya angkatan XVIII 2007, dan kini sebagai pelayan masyarakat di Pengadilan Agama
Jombang, (2009).

% Ahmad Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna,
1994), him. 215.
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Pada ayat di atas, hadirnya seorang anak dalam kehidupan berumah tangga
merupakan suatu kabar gembira,® hiasan kehidupan,®* bahkan merupakan

h*® dari Allah, sekaligus ujian bagi orang tuanya.** Anak dilahirkan dalam

amana
keadaan fitrah sehingga orang tua berkewajiban memelihara dan melindunginya
sebaik mungkin. Dan dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasannya orang tua
mempunyai kewajiban memenuhi hak anak dalam mendidik dan mengajarkan
anak-anak mereka.

V) 48 300Y Ol el 5 Aalaal) 5 UK dalay 5 40l g ) Cpmny OF A5 (e S0 GBa

2 & ol 13 43 05 e
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Hadis di atas menerangkan bahwa hak anak yang harus diterima dari orang
tuannya adalah memberi nama baik dan akhlaknya, mengajarkan kitab (al-
Qur’an), renang dan memanabh, tidak memberi rizki kecuali yang baik (halal) serta
menikahkan bila telah mampu. Hal tersebut merupakan suatu pemeliharaan dan

pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW supaya sang anak kelak setelah

%7 Al-Bagarah (2): 233.
% Maryam (19): 7.

¥ Al-Kahfi (18): 46.

0 Al-Anfal (8): 27.

1 At-Tagabun (64): 15.

“2 Sayyid Ahmad al-Hasyimi Bak, Mukhtaru al-Ahadis al-Nabawiyyah wa al-hukumi al-
Muhammadiyyah, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 60. Hadis Riwayat Hakim.
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dewasa memiliki bekal kemampuan dan ketrampilan yang cukup dalam menjalani
kehidupannya secara mandiri.

Terumus dalam lima konsep dasar perlindungan hak-hak manusia dengan
sebutan istilah al-Maslakah al-Daruri atau lebih dikenal dengan al-Kulliyat al-
Khams, yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.**
Sebagaimana termuat dalam firman Allah dalam At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

ad Bie Ale Lale 5 jlaall s Gulill Lan @850 U aSalal 5 aSuil) g8 siale () L by
M somse sl s o0 el Lo il sy

Lima hak tersebut bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan
merupakan norma yang melekat dalam fithrah manusia dan kemanusiaan. Senada
dengan ungkapan Abdul Wahab Khallaf bahwa tujuan syari’at adalah untuk
merealisasikan kemaslahatan manusia. Kelima konsep tersebut diklasifikasikan
dalam tiga peringkat, yaitu daruriyah (kebutuhan primer), hajiyah (kebutuhan
sekunder) dan tahsiniyah (kebutuhan mewah). Pengelompokan ini berdasarkan
pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas.*> Allah sendiri memerintahkan kepada
hambanya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena

pada dasarnya mereka itu mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang

* Muh kholid Mas’oed, Filsafat Hukum Islam, Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu
Ishaq Al-Syatibi, alih bahasa, Ahsin Muh, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka, 1996), him. 245. Lihat
juga Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas Ull,
1984), him. 30.

* At-Tahrim (66): 6.

* Abdul Wahab Khallaf, llmu Usul Figh, Alih bahasa: Masdar Helmy, cet. Ke-2,
(Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hIm. 356.
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tuanya. Secara garis besar hak anak dikelompokkan menjadi tujuh macam di
antaranya:*°

1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.

2. Hak anak dalam keturunan. Ini termasuk hal yang paling penting,
karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada
masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam firman Allah: al-
Ahzab (337): 5.

. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.

. Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan firman-Nya: al-
Bagarah (2): 233 dan al-Qashash (28) 11, 12 dan 13.

. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan, hal ini sesuai

dengan Firman Allah dalam al-Isra (17): 34, dan an-Nisa (4): 2, 6, 10.

7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran dan keimanan. Untuk
memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik
jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan
asuhan, perawatan dan pendidikan anak serta untuk memenuhi hal ini
tidak harus mutlak oleh sang ibu.

B~ w

o1

Dikarenakan hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah).
Dalam pengertian hadanah terkandung makna pemeliharaan jasmani dan rohani,
di samping itu terkandung pengertian pula pendidikan terhadap anak. Pendidikan
mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si
anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan iadanah dilaksanakan
dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak tidak mempunyai
keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota
kerabat yang lain. Hadanah merupakan suatu hak dari sadin (orang yang berhak
mengasuh anak), sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari seorang

pendidik.*’

*® Azwar Butun, Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta: Fighati Anesia 1992),
him. 75.

" Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat, cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media, 2008),
hlm. 176. Lihat juga Zakiah Daradjat, llmu Figh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II:
157-158.
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Sebagian para ahli figh berpendapat bahwa yang berhak atas pengasuhan
itu adalah anak asuh. Maka itu pengasuh dapat dipaksa untuk melakukan
pengasuhan apabila pengasuh tidak mau melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya,
apabila anak-anak tidak mau diasuh oleh pengasuhnya, maka seorang pemgasuh
tidak dapat memaksa anak asuhnya itu untuk diasuhnya. Hal ini disebabkan
karena yang mempunyai hak atas asuhan itu ialah anak asuh itu sendiri, ia
berkuasa atas haknya, apakah akan dilaksanakan atau tidak. Sebagian ahli figh
yang lain berpendapat bahwa pengasuhlah yang berhak atas asuhan si anak.
Karena itu pengasuh tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan asuhan, apabila ia
tidak mau melaksanakan haknya itu. Sebaliknya pengasuh memaksa anak
asuhannya, seandainya anak asuhannya itu tidak mau diasuhnya.”® Dan pada
dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban kedua orang tuanya,
baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena
perceraian. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana
ada perselisihan mengenai penguasaana anak-anak pengadilan memberi
keputusannya.

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan
hal tersebut tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul (menanggung) biaya buat
anak tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya kehidupan dan atau suatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Anak merupakan putra-putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara.

Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat

8 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. Ke-3, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1993), him.139.
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berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.*® Yang perlu
ditegaskan di sini adalah bahwa terdapat perbedaan tanggung jawab pemeliharaan
yang bersifat meterial, dan tanggung jawab pengasuhan terhadap seorang anak.
Jika ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut lebih
memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi
beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi
bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.>® Kekuasaan orang
tua dapat dicabut dan dialihkan bilamana terdapat alasan-alasan yang menuntut
pengalihan tersebut. Sebagaimana Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan:

1) la sangat melalaikan tugasnya terhadap anaknya.

2) la berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya.

3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, tetapi orang tua tersebut tetap
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak tersebut hingga
beranjak dewasa.>*

Sedangkan pengertian anak dalam bidang hukum perdata tidak diatur
secara eksplisit, namun pengertian anak selalu dikaitkan dengan pengertian
tentang kedewasaan. Sedangkan dalam masalah batas kedewasaan tidak ada
keseragaman dalam berbagai peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 330

KUH Perdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum

mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.>®

* Darwan Prints dalam Iman Jauhari (1), Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta:
Pustaka Bangsa Press, 2003), him. 80.

* Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
tt), him. 284.

1 bid., him. 254.

52 pasal 330 KUH Perdata.
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UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak langsung mengatur mengenai
usia sampai kapan seseorang digolongkan sebagai seorang anak, bahkan Undang-
undang membedakan usia dewasa yang dikaitkan kepada perbuatan hukumnya,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat tentang syarat
perkawinan, “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”. Kemudian
dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batas usia minimum untuk dapat melangsungkan
perkawinan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur
19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun”. Di sisi lain Pasal 47 ayat (1) menyatakan, “Anak yang belum mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada
di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari
kekuasaannya”.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak menyebutkan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.>® Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1)
UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyatakan: “Anak adalah
orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan
belum pernah kawin”.>* Pasal 52 ayat (1 dan 2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia: “Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga,
masyarakat dan negara; dan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk

kepentingannya hak anak itu di akui dan dilindingi oleh hukum bahkan sejak

%3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

** UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
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dalam kandungan”.>® Pasal 1 ayat (1 dan 2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; Perlindungan anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi”.”® UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Keksrasan dalam Rumah Tangga.”’ Kemudian dalam Inpers Rl No. 1 Tahun 1991
tentang KHI batas usia dewasa di atur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan,
“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh
satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum
pernah melangsungkan perkawinan”.”® Serta CLD “Anak wajib di pelihara sampai
batas usia sembilan belas tahun atau sudah melangsungkan perkawinan dan
pemeliharaan anak yang mengalami cacat fisik atau mental dilakukan seumur
hidup”.”® Kemudian KHI membedakan anak yang belum dewasa, antara yang
belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) dan yang telah mumayyiz.®®
Sedangkan masalah hadanah terdapat pada Pasal 156 poin (a) sampai (c)

disebutkan:

%% UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

% UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak.

" UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

%8 pasal 98 ayat (1) Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.
% pasal 91 ayat (1 dan 2) CLD.

8 pasal 105 huruf (a) Inpres Rl No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.
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a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadanah dari
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya
diganti oleh orang yang berhak.

b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadanah baik dari ayahnya atau ibunya.

c) Apabila pemegang sadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan /kadanah telah
dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan
Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak sadanah pula.®!

Dari berbagai peraturan yang telah dikemukakan di atas, batas umur anak
yang belum dewasa itu ada 2 (dua) batasan umur yaitu 19 (sembilan belas) tahun
dan 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini tergantung kepada tindakan atau perbuatan
hukum yang terjadi padanya. Setiap anak berhak mendapat sadanah dan nafkah
hidup dari orangtuanya sekalipun telah terjadi perceraian. Hadanah menurut
etimologi adalah “proses, cara, perbuatan memelihara (kan), penjagaan,
perawatan, pendidikan, penyelamatan, penjagaan harta kekayaan”.62

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang maksudnya adalah
kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.®®
Serta merupakan hak dari orang yang mempunyainya, dan hak itu harus dipenuhi
oleh orang-orang yang berkewajiban memenuhinya. Apabila terjadi perceraian,

maka pemeliharaan anak dan kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tetap

menjadi tanggung jawab orang tua sesuai Keputusan Pengadilan.

%! pasal 156 (a, b dan c) Inpres Rl No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

%2 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), him. 848.

% Iman Jauhari, Hak Anak-Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003),
him. 84.
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F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan
kepada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang tertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara
menganalisisnya.

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan
pembahasan dalam pembahasan ini, penyusun menempuh beberapa metode,
metode tersebut diantaranya sebagai berikut: dalam menganalisa data, penyusun

menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis
penelitian pustaka (library research), yaitu suatu jenis penelitian yang didalam
memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka
baik berupa buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan

masalah hadanah.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, Setelah data terkumpul
dideskripsikan terlebih dahulu, menggambarkan dan menjelaskan konsep #adanah

dalam Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan dalam CLD.
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3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan normatif-yuridis dengan teori hak dan kewajiban orang tua atas
hadanah. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui ketentuan mengenai
hadanah dengan melandaskan pada ketentuan al-Qur'an dan As-Sunnah serta
pendapat ulama dan para sarjana dalam buku-buku figh yang membahas persoalan
tersebut. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui konsekuensi
yuridis masalah sadanah dan pelaksanaan kewajiban oranag tua kepada si anak
dalam Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan dalam CLD dengan
melandaskan aturan-aturan yang ada didalamnya dan dengan merujuk ketentuan

dalam Undang-Undang Perkawinan.

4. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini, melalui penelaahan
dan pemahaman terhadap bahan-bahan pustaka yang memiliki kesesuaian dengan
pokok masalah. Sumber data primer lebih diutamakan, yaitu tulisan-tulisan
hukum Islam dan karya-karya ilmiah yang membicarakan dan menerangkan
tentang hak hadanah seorang anak tersebut dan buku-buku hukum Islam pada

umumnya.
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5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa secara deduktif, yaitu penulis mempertajam
analisa yang bertolak pada data yang bersifat umum, kemudian diambil
kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menganalisis
pandangan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan dalam CLD yang
mengkristal dalam sebuah peraturan hukum. Sedangkan secara metode
komparatif, yaitu membandingkan suatu data yang satu dengan data yang lainnya,
kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya menuju
kepada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi
antara Inpres Rl No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan dalam CLD untuk kemudian

disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka penulis menyusun
pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi
secara menyeluruh dan sistematis. Bab ini terdiri dari Tujuh sub bab: latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan , telaah pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum seputar hak sadanah dalam Inpres RI
No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Bab ini terdiri empat sub bab.
Sub bab pertama memuat bahasan tentang /sadanah yang meliputi: pengertian

hadanah dan dasar-dasar hadanah. Sub bab kedua memuat bahasan tentang
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urutan-urutan orang yang berhak terhadap /adanah setelah ibu dan apa saja
Syarat-syarat seseorang hadin, sub bab ketiga memuat bahasan tentang jangka
waktu hadanah. Sub bab keempat menjelaskan bahasan tentang biaya dalam
hadanah.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum seputar hak iadanah dalam Caounter
Legal Draft. Bab ini terdiri empat sub bab. Sub bab pertama memuat bahasan
tentang hadanah yang meliputi: pengertian CLD, sub bab kedua pengertian
hadanah, sub bab ketiga kelayakan melakukan /sadanah, sub bab keempat orang
yang paling berhak atas sadanah.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap Inpres Rl No. 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalam Counter Legal Draft (CLD) tentang
bagaimana menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah nafkah fadanah
anak, dan cara menetapkannya. Bab ini mencakup: Analisis Pelaksanaan sadanah
dan Nafkah; Konsep hadanah yang relevan dengan konteks kekinian.

Bab kelima, yang terdiri dari dua sub bab. Pertama, kesimpulan yang
menjelaskan tentang kesimpulan atau ungkapan dari hasil yang dilakukan oleh
penulis. Kedua, saran-saran penulis terhadap peneliti yang dilakukan dan juga

berisi saran bagi para bembaca.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka penyusun bisa menarik
suatu kesimpulan dari beberapa permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yakni
sebagai berikut:

Baik dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
maupun Counter Legagal Draft dalam menentukan masalah iadanah ditetapkan
berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis serta pendapat imam mazhab yaitu apabila
seorang suami dan isteri bercerai serta mempunyai anak yang belum mumayyiz
maka lebih mengutamakan ibunya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan.
Mumayyiz atau belum mumayyiz seorang anak lebih ditentukan oleh tingkat
kecerdasan anak tersebut dan persoalan iadanah tetap memprioritaskan melihat
kepada sang anak tersebut lebih dekat dengan siapa. Inpres Rl No. 1 Tahun 1991
tentang KHI maupun CLD juga memberikan hak anak untuk memilih kepada
siapa anak tersebut hendak atau berkenan ikut dan tinggal.

Adapun mengenai jangka waktu hadanah dalam Inpres Rl No. 1 Tahun
1991 tentang KHI ketika anak berumur 21 tahun baik itu anak laki-laki maupun
perempuan, sedangkan CLD sembilan belas tahun baik itu anak laki-laki maupun
perempuan, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum
pernah melangsungkan perkawinan. Menurut para imam mazhab masa kadanah 7

tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan, ada juga yang
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menentukan 9 tahun bagi laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan, mereka
menetapkan hanya dengan fatwanya masing-masing bahkan dengan melihat pada
kesejahteraan si anak tersebut, karena tidak ada satu Nash pun yang menjelaskan
secara detail dan pasti tentang sadanah.

Sedangkan mengenai jangka waktu sadanah si anak baik dalam Inpres Rl
No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan dalam CLD, tidak ada satu aturan yang
mengatur secara pasti.

CLD merupakan hasil ijtihad atau fikih baru Indonesia yang merupakan
perubahan atas KHI. Perubahan tersebut didasarkan bahwa dalam KHI masih
terdapat beberapa Pasal yang bias gender. Sehingga unsur patriarki yang terdapat
dalam perturan-peraturan KHI tereliminisir dengan perubahan yang baru dalam
CLD. Oleh sebab itu, jika diterapkan kemasa kini, CLD lebih sesuai karena si
anak benar-benar diprioritaskan kemaslahatannya dan seorang ibu, serta antara
Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan CLD, keduanya berkaitan yakni

saling melengkapi satu sama lainya.

. Saran
Dari rangkaian akhir penulisan skripsi ini, maka izinkanlah penulis
bermawas diri baik itu bagi penulis sendiri, sanak kerabat dan pada para bembaca
sekalian yang budian pada khalayak umumnya:
1. Bilamana mengacu keada akibat-akibat yang akan timbul seusai pasca

perceraian maka hendaknya orang tua berfikir lebih jernih terlebih dahulu
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dan utamakanlah sang buah hati jadi bukan ego kedua belah pihak yakni,
antara suami dan istri. Sebagaimana pepatah:
i ol Jd s

. Sebelum melangkah lebih lanjut kejenjang pernikahan, hendaknya
memilih pendanping hidup yang benar-benar selaras dan sesuai menurut
hati nurani, baik dari segi pola pikiran, agama dan sebagainya, agar di
kemudian hari terwujudlah kehidupan berumah tangga yang sakinah
dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sebagaimana pepatah:

Safiua) i) day o e (e
Kendati terjadi perceraian alangkah baiknya, selain menggunakan hukum
yang telah ada di Indonesia dan hukum berdasarkan firman-Nya,dan hadis
Rasull-Nya, begitu juga atas kesepakantan kedua belah pihak antara suami
maupun isteri, bahkan dibicarakan hak /sadanah si anak pasca terjadinya
perceraian sehingga tetap terpenuhi nafkah si anak baik itu berupa primer
maupun sekundernya yang terutama tetap berlangsung, maka anak yang
telah menjadi korban perceraian tidak tersia-siakan hidupnya di kemudian
hari.

Semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amiin....!!
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